
 
 

WALIKOTA BATAM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN WALIKOTA BATAM 
NOMOR 22 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 
 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 
 31 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KEPALA DAERAH  

DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BATAM 
 

   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BATAM, 

Menimbang  :   a.  bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak 

dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan 
(TPP) disebabkan karena tidak tersedianya Kode 

rekening untuk belanja tunjangan tambahan 
Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
dan yang tersedia adalah kode rekening untuk 

belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 

termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan 

Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2018 tentang 
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kota Batam; 

 

Mengingat  :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2019 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

7.  Peraturan Pemerintah 69 tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 
Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kota Batam 

Tahun 2017 Nomor 7); 

 
                    



MEMUTUSKAN: 
 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALIKOTA BATAM 31 TAHUN 2018 

TENTANG TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH KOTA BATAM 

 

PASAL I 
 

Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kota Batan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 
2018 Nomor 618) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 

PASAL II 

 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

 

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 16 April 2021  

 

WALIKOTA BATAM, 

 

                                                                                         dto 

 

MUHAMMAD RUDI 

 
Diundangkan di Batam 
pada tanggal 16 April 2021 

     

   SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

                            

                          dto 

 

                     JEFRIDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 809 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Ub 
Plt. Kepala Bagian Hukum 

 
 
 
 

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 
Pembina Utama Muda  

NIP. 19671224 199403 1 009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 


